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ABSTRAK

NUR AZIZAH.2020 Implementasi Program Indonesia Pintar Pada Jenjang
Sekolah Menengah Atas Di SMA Negeri 17 Bone Kecamatan Lamuru
Kabupaten Bone (dibimbing oleh Abdul Mahsyar dan Haerana)

implementasi merupakan’ suatu proses pelaksanaan kebijakan yang
dilaksanakan oleh para implementor untuk mencapai tujuan vang telah ditetapkan.
Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan, Pendidikan
yang diyakini memiliki kontribusi cukup besar terhadap pengembangan sumber
daya manusia. dengan mendapatkan pendidikan yang layak dan baik sescorang
dapat menjadidebil berarii baik untuk diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya.

Penélitian ini “bertujuan vmiuk menganalisis [mplementasi \Kebijakan
Program Indonesia Pintar Pada lenjang Sekolah Menengah Atas Dikecamatan
Lamuru Kabupaten Bone. Jenis penelitian yang mgumkan kualitatif dengan tipe
penelitian yaitu studi kasus, Informan pada penelitian ini schbanyak 5 orang
sebagal informan kunci. Data-data penelitian dinperoleh dari berbagat sumber
data yaitu data primer dan sekunder. Pengumpulan data di lakukan melalui
wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan
vaitu reduksi data, penyajian data dan pevarik kesimpulan Teknik pengabsahan
data yang di gunakan adalah tringulasi sumber, teknik dan waktu.

Hasil pencliian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Program
Indonesia Pintar Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Di SMA Negeri 17 Bone
Kecamatan Lamniru Kabupaten Bone sudah optimal Berdasarkan beberapa
indicator implementasi dalam penelitian ini yaitu © 1) siandar dan sasaran
kebijakan, sangat memnbatu siswa kurang mampu dalam pendidikan, 2) sumber
daya, sumber daya mangsia baik sarana dan prasana sudah baik, 3) komunikasi
antar organisasi dan penguat aktivitas, komunikasi anar para pelaksa sudah baik
dalam mendorong berhasilnya kebijakan PIP) 4} Karakteristik agen pelaksana,
SOP yang ada sudah cocok dengan kebihjakan ini, 5) disposisi implementor,
melaksankan implementasi kebijakan dengan baik kan:na memahami SOP yang
ada, 6) lingkungan sosisal ekonomi dan politik, kebijakan PIP imi mendapat
dukungan dari orang tua dan pihak sekolah.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Program Indonesia Pintar
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dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mengurangi angka
putus sekolah bagi siswa kurang mampu dalam bentuk pemberian dana bantuan.
Program Indonesia Pintar adalah salah satu dari program perlindungan sosial yang
dibuat oleh pemerintah melalui ditetapkannya Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan, dalam Pasal 2 ayat (2) menjelaskan mengenai




program perlindungan sosial untuk mempercepat penanggulangan
kemiskinan yang meliputi, Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program
Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat. Program Indonesia Pintar sebagai

kebijakan agar tujuan dan kebijakan tersebut dapat tercapai. Hasil penelitian

winda yanti (2018) terkait Implementasi Pendistribusian Kartu Indonesia Pintar
(Kip) Di Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan, juga
menyimpulkan bahwa pendistribusian kartu indonesia pintar yang merupakan
produk dari program indonesia pintar diperlukan implementasi yang baik untuk

mencapai sasaran atau tujuan yang diinginkan.




Semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, namun
belum semua warga negara Indonesia mampu mengakses pendidikan schingga

tujuan pemerintah dalam penyelenggaraan wajib belajar belum sepenuhnya

=ar | F

,/ll Jw ,N

///'l‘u\\\\\\

Sejahtera (KKS), sebagai identitas untuk mendapatkan manfaat PIP. Bantuan
pendidikan yang diberikan pemerintah kepada pemegang KIP di tingkat Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Paket A sebesar Rp225.000 -/semester (Rpd50.000,-
/tahun), tingkat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Paket B
sebesar Rp375.000,-/semester (Rp750.000,-/tahun), dan tingkat Sekolah
Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Paket C sebesar

Rp500.000,-/semester (Rp1.000.000,~/tahun), serta Rpl.000.000,- untuk Peserta




Kursus selama mengikuti kursus terstandar dalam satu periode kursus dalam satu

tahun.

belum begitu baik
tergolong keluarga sga banvak dari
siswa/siswi yang kurang mampu mengalami kesusahan dalam administrasi
sekolah. Beberapa orang tua juga mengaku kurangnya informasi dari pemerintah
soal kebijakan PIP ini, pendataan yang masih perlu untuk ditingkatkan. Pendataan
yang kurang baik sehingga menyebabkan pengimplementasian PIP di sekolah-
sckolah vang ada di Bone terutama pada jenjang sekolah menengah atas juga

pernah diliput dalam salah satu media cetak/ online, dimana Tidak validnya data

kependudukan kembali terbukti pada Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang




diluncurkan Pemerintah Pusat di Kabupaten Bone. Kartu yang scharusnya
diperuntukkan kepada para siswa dari keluarga tidak mampu untuk mendapatkan

bantuan biaya sekolah justru didapatkan oleh orang vang tidak berhak.

(watampone, bone satu).
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Menengah Atas Di SMA Negeri 17 Bone Kecamatan Lamuru

Kabupaten Bone ?

4. Bagaimana karakteristik agen pelaksana pada Implementasi Program
Indonesia Pintar Pada jenjang Sekolah Menengah Atas Di SMA
Negeri 17 Bone Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone ?

5. Bagaimana kondisi social ekonomi dan politik pada Implementasi

Program Indonesia Pintar Pada jenjang Sekolah Menengah Atas Di

SMA Negeri 17 Bone Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone 7




6. Bagaimana disposisi implementor pada Implementasi Kebijakan
Program Indonesia Pintar Pada jenjang Sekolah Menengah Atas Di

SMA Negeri 17 Bone Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone ?

Jenjang Sekolah

Lamuru Kabupaten Bone.

4. Untuk mengetahui karakteristik agen pelaksana pada Implementasi
Kebijakan Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Sekolah Menengah
Atas Di SMA Negeri 17 Bone Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone.

5. Untuk mengetahui kondisi social pada Implementasi Kebijakan
Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Di

SMA Negeri 17 Bone Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone.




6. Untuk mengetahui disposisi implementor pada Implementasi
Kebijakan Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Sekolah Menengah

Atas Di SMA Negeri 17 Bong:Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone.
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BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

A.  Penelitian Terdahulu
agian ini penulis menyajikan

iplementasi Kebijakan
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dikomunikasikan ke sekolah biasanya akan diadakan rapat koordinasi antara

pemerintah pusat dengan dinas provinsi.
b.  Aspek Sumber Daya

Di SMA N 11 Yogyakarta yang menjadi pengelola PIP adalah guru BK
dibantu oleh admin sekolah dan bendahara. Jumlah guru BK di SMA N 11
Yogyakarta adalah 2 orang, bendahara sekolah 1 orang, dan admin sekolah |

orang. Jumlah pengelola di sekolah sudah cukup.




¢.  Aspek Disposisi
Disposisi merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh
pelaksana kebijakan (Subarsono, 2005:91). Dalam pelaksanaan PIP melalui
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bencana atau yatim piatu. Sehingga kehidupan mereka akan berkembang, lebih
berbeda pada perkembangan pendidikannya dan kesejahteraan siswa karena yang
tadinya tidak bisa jajan menjadi bisa jajan.dalam memanfaatkan dana KIP tersebut
siswa menggunakannya untuk membeli buku, alat tulis, seragam sekolah,
transportasi ke sekolah, vang saku dan biaya les tambahan siswa.

Penelitian ke tiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Illiya Arina Riska,
Dewi Rostyaningsih (2018) yang berjudul “Implementasi Program Indonesia
Pintar Pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Di Smp 3 Satu Atap
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Gebog Kudus”™  Hasil penelitian menunjukan bahwa Dilapangan sendiri
pelaksana Program Indonesia Pintar dapat memahami dengan benar maksud dan

urgan susi ‘
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c.  Angka kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan di
tingkat jenjang pendidikan SMP masih rendah. Faktor penyebabnya
bukan hanya karena alasan permasalahan ekonomi saja, akan tetapi juga
lingkungan sosial terkait minat siswa untuk melanjutkan sekolah vang

rendah.




B. Konsep dan Teori
1. Implementasi

Implementasi adalah salah satu gahap dalam proses kebijakan publik.

Biasanya implementasi dilaksana
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implementasi kebijaksanaan yakni kejadiankejadian dan kegiatan-kegiatan yang
timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijksanaan Negara yang
mencakup baik usahausaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk
menimbulkan akibatidampak nyata bagi masyarakat atau kejadian-kejadian”.

Dari beberapa definisi para ahli, maka dapat di simpulkan bahwa
implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan kebijakan yang
dilaksanakan oleh para implementor untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
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Dalam implementasi suatu program atau kebijakan terdapat beberapa model
yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengukur tingkat keberhasilan
suatu implementasi kebijakan. Adapum model-model implementasi kebijkan
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2. Sumberdaya

Menurut Edward IIT sumberdaya merupakan suatu hal yang
sangat penting dalam mengimplementasikan kebijakan. Indicator
terkait sumberdaya terdini dari beberapa elemen yaitu, (a) fasilitas, (b)
wewenang, (¢) informasi dan (d) staf.

3, Disposisi
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Disposisi merupakan sikap dari para pelaksana yang akan
menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi
kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-
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Sumber : Edward I11 dalam Agustino (2008)

b) Model implementasi kebijakan menurut Van Mater dan Van Horn

Model ini di sebut a model of the policy implementation process

(model proses implementasi kebijakan). Argument yang diberikan
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merupakan suatu perbedaan-perbedaan dalam proses pelaksanaan kebijakan
akan di pengaruhi oleh sifat kebijakan. Pendekatan ini berusaha

menggabungkan antara implementasi dengan isu kebijakan dan suatu model

ik \1\\ A1i ' /il
\'\\u thyy,
\\§\ g /é///

terjadinya konflik diantara para agen implementasi.

b. Sumber daya
Kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber
daya manusia maupun sumber daya non manusia,

¢, Karakteristik agen pelaksana
Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan member

dukungan bagi implementasi kebijakan. Termasuk didalamnya
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karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak,
kemudian juga bagaimana sifat opini public yang ada
dilingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi
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Kondisi sosial, ekonomi dan politik mencakup sumber daya
ckonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan

implementasi kebijakan.
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Gambar 2.2 Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan
Menurut Van Meter Dan Van Horn

ho, 2008:440),

1abel, yaitu:

1) Variabel intervening, adalah variabel kemampuan kebijakan
untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indicator
konsistensi tujuan dan kejelasan, dipergunakannya teori kausal,
ketetapan alokasi sumber dana. sikap dan risorsis konstituen,
dukungan pejabat yang lebih tinggi, perckrutan pejabat
pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar, keterpaduan
hierarkis di diantara lembag pelaksana, aturan pelaksana dan
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lembaga pelaksana, dan variabel di luar kebijakan yang
mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan
omi dan teknologi, dukungan publik,

| 'v 2 §\\\\‘“"1//‘é S -7$

N4
ouiny @
enden, yaib napan 1

i
-~
——

S
(Y
W



18

Gambar 2.3 Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan
Menurut Mazmanian dan Sabatier

 Mudah tidaknya Masalaha Dikendalikan
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Tahapan Dalam Proses Implementasi

QOutput Kepatuhan Hasil nyata | | Diterimany | Revis
kebijakan target output a hasil undang-
dari | untuk kebijakan tersebut | undang
lembaga mematuhi

‘ mﬂmrl‘ |

Sumber : Nugroho, 2008:440
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Berdasarkan pemaparan model-model implementasi tersebut, maka model
implementasi kebijakan yang akan digunakan peneliti merupakan model

implementasi kebijakan menurut S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dikarenakan

variable vang dikembangkan Mg /\ jormmerupakan variabel penting yang

g

! _-_"AW_—. —_—

Setiap dimensi kehidupan (pembangunan) memiliki tujuan masingmasing dan
semua dimensi itu motor penggeraknya adalah manusia yang memilih,
menentukan, melaksanakan pilihannya guna untuk mencapai tujuan hidup, baik
tujuan manusia secara umum maupun tujuan hidup manusia secara spesifik..

Demi meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, Pemerintah
menelurkan berbagai program agar proses belajar mengajar dapat berjalan lebih
efektif, salah satunya adalah Program Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar
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(PIP) adalah bantuan berupa uang tunai yang diberikan oleh Pemerintah kepada
peserta didik yang berasal dan keluarga kurang mampu yang mengalami kesulitan
untuk membayar biaya pendidikan. Seperti yang tertuang pada Permendikbud 10

Tahun 2020 Tentang Program Indonesia F dana PIP dapat digunakan oleh

peserta didik untuk me
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adalah untuk

_ ampu agar dapat
menyelesaikan pendidikannya. Dari tujuan tersebut, PIP dilaksanakan
berdasarkan prinsip yang sudah ditentukan, seperti:

I Efisien yaitu menggunakan dana yang ada untuk mencapai sasaran
vang sudah ditetapkan dalam waktu yang cepat dan dapat

dipertanggungjawabkan.
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2 Efektif yaitu dana yang diberikan dapat digunakan untuk kebutuhan

yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat sebesar-
besarnya sesuai dengan sasaran.

2. Peserta didik merupakan pemegang KIP (Kartu Indonesia Pintar).
3. Peserta didik berasal dari keluarga Program Keluarga Harapan.

4. Peserta didik dari keluarga Kartu Keluarga Sejahtera.

5. Peserta didik merupakan anak yatim piatu/yatim/piatu/panti
6. Peserta didik terkena dampak bencana alam,

7. Peserta didik tidak bersekolah karena tidak memiliki biaya.




8. Peserta didik memiliki kelainan fisik, korban musibah, orangtua

terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berada di daerah

W oD
,,,/ SO
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peserta didik. Untuk dapat mengkiaim bantuan PIP tersebut, ada sejumlah
dokumen yang harus dipersiapkan oleh peserta didik, yaitu:

1. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

2. Kartu Keluarga (KK)

3. Akia Kelahiran

4. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

5. Rapor sekolah




6. Surat Pemberitahuan Penerima BSM dari kepala sekolah.
Selain beberapa dokumen tersebut, ada beberapa persyaratan vang
harus diperhatikan oleh peserta didik seperti penerima KIP harus terdaftar

Sementara untuk sekolah yang berada di naungan Kemendikbud
diharuskan untuk memasukkan data peserta didik di aplikasi
5. Jika peserta didik lolos pendaftaran, maka pengambilan dana PIP
dapat dilakukan secara perorangan atau kolektif. Pengambilan

kolektif untuk pelajar yang tinggal di wilayah yang sulit
mengakses bank.
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Untuk mendukung pendidikan di Indonesia, Pemerintah juga
memberikan bantuan kepada sekolah melalui program dan BOS (Bantuan
Operasional Sekolah). Program tersebut ditujukan agar satuan pendidikan
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(3)kumunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; dan (4) karakteristik agen
pelaksana; (5) kondisi sosial. (6) disposisi implementor. dikarenakan indicator
yang dikembangkan Meter dan Horn merupakan variabel penting yang sangat
mempengaruhi implementasi kebijakan.

Uraian yang telah dikemukakan, mendasari lahirnya kerangka pikir

penelitian seperti pada gambar berikut
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Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Di
Jenjang Sekolah Menengah Atas Di Kecamatan Lamuru
Kabupaten Bone

AV

Model implementas) Kebijakan

Standar dan sasaran kebijaka

Sumber daya

kumnunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas
karakteristik agen pelaksana

kondisi sosial

disposisi implementor.

U

Peningkatan efisiensi dan efektifitas dalam
pengimplementasian kebijakan progam PIP di Kecamatan
Lamuru Kabupaten Bone

N

Bagan 2.4 Kerangka Pikir

D. Fokus Penelitiai

Berdasarkan bagan kerangha pikir terkait deugan penelitian Implementasi
Program Indonesia Pintar di Jenjang Sckolah Menengah Atas di Kecamatan
Lamuru Kabupaten Bone maka yang menjadi fokus penelitian yaitu: Standar dan
sasaran kebijakan, Sumber daya, kumunikasi antar organisasi dan penguatan
aktivita, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, dan disposisi implementor.
E. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penulis akan lebih memfokuskan

penelitian dalam implementasi Program Indonesia Pintar melalui beberapa poin

sebagai berikut :
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. Standar dan sasaran kebijakan, Yakni implementasi program indonesia

pintar dalam mengukur keberhasilan kebijakan dari ukuran dan

tujuannya, di SMA Negeri 17 Bone.

. Sumber daya, Yakni Mei /\* isumber daya yang tersedia baik

menolak keputusan dalam melaksanakan implementasi kebijakan

program indonesia pintar di SMA Negeri 17 Bone.

. Kondisi social ekonomi dan kondisi social politik, Yaitu lingkungan

eksternal yang dapat berpengaruh besar bagi para pelaksana dalam
melaksanakan implementasi kebijakan program indonesia pintar di SMA

Negeri 17 Bone.
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adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung
menggunakan analisis. Proses penelitian yang dimaksud antara lain adalah
melakukan observasi atau pengamatan terhadap informan, berinteraksi
dengan mereka dan menggali informasi yang diketahui tentang
implementasi kebijakan program indonesia pintar pada jenjang sekolah

menengah atas.




2. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian imi adalah tipe penelitian studi kasus Alasan

peneliti menggunakan ti .- n 1 karena peristiwa yang
dilacak kembali melalui
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vang diambil dari siswa berupa hasil studi dokumentasi.

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian kualitatfif, adalah mereka yang memahami
tentang informasi suatu objek penelitian. Informan yang akan dipilih harus
memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian

yang dilakukan. Informan yang akan dipilih oleh peneliti adalah mereka yang

memiliki keterkaitan dengan program indonesia pintar, dengan menggunakan




teknik key person. Teknik memperoleh informan penlitian menggunakan teknik
Purvosive Sampling, yaitu teknik dimana peneliti menetukan pengambilan sampel

dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian

2. Studi dokumentasi

Dilakukan guna mendapatkan data sekunder dengan cara melakukan
kajian terhadap data-data dokumen pribadi dan dokumen resmi, baik visual
maupun berupa tulisan yang berkaitan dengan masalah penelitian berupa
penilaian Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Dijenjang

Sekolah Menengah Atas Di kecamata lamuru kabupaten bone.
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3. Observasi

Melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian secara berulang

terhadap suatu objek pengamatan pada tempat yang sama ataupun berbeda.

banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti
merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting,
serta dicari tema dan polanya.

Dengan demikian, data telah direduksi akan memberikan gambaran yang
jelas dan memperudah peneliti untuk melakukan pengumpulan dan
selanjutnya data yang diperoleh dar lokasi akan peneliti tuangkan dalam

uraian laporan lengkap dan terperinci,
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2. Penyajian Data
Penyajian data akan dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah
peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu

dari penelitian. Penyajian da
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memperoleh data yang valid Untuk menetapkan keabsahan data tersebut
diperlukan teknik pemeriksaan. Dalam pengecekan keabsahan data yang meliputi
uji kredibilitas data, uji dependabilitas, uji transferabilitas dan wi konfirmabilitas,

Namun yang lebih utama adalah uji kredibiltas data meliputi :




I. Triangulasi sumber, dengan menguji kredibilitas data melalui
pengecekan data yang telah diperoleh dari beberapa sumber.




BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penilitian

\\\\\“ ihl///’
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e Pembinaan siswa yang berorientasi terhadap keimanan dan
ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia,

* Mempersiapkan insan — insan yang berkualitas baik di bidang
akademik maupun non akademik.

e Mambangun/mengembangkan pelayanan professional ~dalam
berkolaborasi baik secara internal (akademis sekolah) maupun
secara eksternal (sekolah, pemerintah dan masyarakat).




e Mengembangkan nuansa kompetitif (guru, staf dan siswa) dalam

rangka globalisasi unruk mengagas masa depan yang penuh

tantangan.

X1 jumlah rombel 6 dengan jumlah siswa 168 orang, kelas XII jumlah
rombel 5 dengan jumlah siswa 165 orang. Dengan total keseluruhan 17
rombel dan 504 siswa.

Adapun daftar siswa penerima Program Indonesia Pintar SMAN 17
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Tabel 4.1. daftar siswa penerima PIP SMAN 17 BONE
“NO. KATEGORI JUMLAH

00| Nl 1l | rf —

1

[

! 1
11. | Aula 1
12. | Masjid 1
13. | Lapangan Basket 1
1

[

1

1

3

14. | Lapangan Volly
15. | Lapangan Takraw

16. | Lapangan Futsal
17. | Lapangan Lompat Jauh
18. | Perumahan

Total = 40 Ruangan
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B. Hasil Penelitian

Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disebut Kartu Indonesia Pintar
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Proses Implementasi kebijakan terdiri dari enam tahap menurut Van Mater dan
Van Homn yaitu : (1) Standar dan sasaran kebijakan yakni implementasi kebijakan
dalam mengukur keberhasilan kebijakan dari ukuran dan tujuannya. Ketika
ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideal maka akan sulit direalisasikan.
untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar
dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan. (2) Sumber
daya yakni kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia baik sumber
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daya manusia maupun sumber daya finansial. (3) kumwukasi antar organisasi

dan penguatan aktrvitas yakni proses penyampaian informasi kepada para

pelaksana yang konsisten dan seragam dalam melaksakan implementasi kebijakan
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tertentu yang harus dicapai oleh pera pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan
pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkan ketercapaian standar dan
sasaran tersebut.

Sasaran penerima Kartu Indonesia Pintar menurut Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020
tentang Program Indonesia Pintar adalah anak berusia 6 sampai dengan 21

tahun yang merupakan: Penerima BSM 2014 Pemegang KPS, Siswa/anak




dari keluarga pemegang KPS/ KKS/ KIP yang belum menerima BSM 2014,
Siswa/anak dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) non
KPS, Siswa/anak yang berstatus yatim piatw/yatim/piatu dari Panti
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tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai Sekolah Menengah
Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah. PIP juga membantu
meringankan biaya personal pendidikan, mencegah agar siswa tidak putus
sekolah, serta mendorong di satuan pendidikan formal maupun non-formal.
Hal sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak HM selaku Tim

Manajemen PIP SMA Provinsi Sulsel, bahwa :
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“Kartu Indonesia Pintar diberikan khususnya untuk siswa dan
keluarga miskin atau yatim piatu. Bantuan ini diberikan sebagai
penunjang siswa yang kurang mampu atau anak yatim piatu agar tak
putus sekolah. (hasil wawancara pada tanggal 17 september 2020),”

\\\\\\‘lh,// 7/
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Ampu {= ola gnlayakdan
ttda]r. kekumngan “dalam hmya pcndidlkannya (hasil wawancara pada
tanggal 25 september 2020).”

Bantuan Kartu Indonesia Pintar diprioritaskan untuk siswa miskin,
penerima Kartu Indonesia Pintar adalah siswa yang berasal dari keluarga
yang memang dalam hal pembiayaan pendidikan masih dalah taraf kurang
mampu. Dengan adanya Kartu Indonesia Pintar untuk bisa mensejahterakan
siswa agar dapat berkembang dan bersekolah dengan layak.




Pendapat tersebut juga didukung oleh Ibu RS selaku guru BK yang

menangani kartu indonesia pintar di SMA Negeri 17 Bone, bahwa

“Kartu indonesia pmtar ' ' tujukan untuk siswa yang kurang
mampu, agar tetap bersékolah ¢ lamuﬂmn pendidikannya, kartu
i sia pi ini m a Siswa untuk membeli peralatan
: saku Kartu ini juga

pendapat dari Van Meter dan Van Hom dalam Subarsono (2003 3) yang

mengatakan bahwa Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur,
sehinnga pencapaian tujuan dalam implementasi kebijakan PIP ini dapat
tercapai.
2. Sumber daya
Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan

keberhasilan implementasi. Keberhasialan implementasi kebijakan sangat




tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya manusia dan
finansial sebagai objek pendukung terlaksananya implementasi. Setiap tahap

implementasi menuntut adanya sumber daya yang berkualitas sesuai dengan
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Sumber daya yang dimiliki Dinas Pendidikan dan SMA Negeri 17 Bone
dalam Iplementasi Program Indonesia Pintar sudah tersetruktur dengan baik
mulai dari bidang Tim Manajemen PIP SMA Provinsi Sulsel, Kepala
Sekolah, Guruk BK, Wali Kelas, dan Orang Tua siswa. Sesuai dengan
pernyataan Bapak HM selaku Tim Manajemen PIP SMA Provinsi Sulsel,
bahwa :

“Kesiapan para pelaksana dalam menyebarluaskan informasi terkait
PIP ini sudah di laksanakan semaksimal mungkin melalui sosialisasi
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semua seckoalah vyang dilakasanan sebelum covid-19 yang di
selenggarakan langsung oleh KEMENDIKBUD, dan kemudian
melalui surat edaran kepala dinas pendidikan provinsi setelah
diberlakukan PSSB, kami juga memaksimalkan terkait jadwal
pencairan, mekanisme pencairan, batas waktu penyusulan.dil. Hanya
saja kurangnya anggaran pendukung di provinsi. (Hasil wawancara
pada tanggal 17 sepets ‘

“dalam melakukan pembagian tugas agar penyaluran PIP ini berjalan
lebih efektif, kemudian kami adakan sosialisasi kepada siswa dan wali

murid terkait kartu indonesia pintar, sosialisasi ini di adakan 2 kal,
pertama untuk mengetahui apa itu Program Indonesia Pintar dan
kedua bagaimana pemanfaatan dana dari Program Indonesia Pintar ini.

(hasil wawancara pada tanggal 25 september 2020).
Berdasarkan pernyataan di atas, pihak sekolah malakukan pembagian
tugas agar penyampaian informasi terkait program indonesia pintar dapat
dilaksanakan semkasimal mungkin, serta mengadakan sosialisasi yang




dilakukan 2 kali yaitu untuk mengetahui program indonesia pintar dan

manfaatnya.

Lebih lanjut pendapat dari Ibu RS selaku guru BK di SMA Negen 17
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mulai dari bagaimana melakukan pembagian tugas dalam mensosialisasikan
PIP.

3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas
Koordinasi  merupakan  mekanisme  vyang  efektif  dalam
mengimplementasikan kebijakan publik. Semakin baik komunikasi dan

koordinasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses




implementasi, maka kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan
begitu pula sebaliknya.
Menurut Van Horn dan Van Mater (dalam Widodo 1974) apa yang

para individu (implementors).

dan tujuan kebijakan,
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“saya infokan kepada para wali kelas untuk mendata anak wali meraka
yang masuk kategori untuk menerima bantuan program indonesia
pintar, dan memberikan arahan dalam menyiapkan berkas apa saja
yang perlu dipersiapkan oleh para siswa.” (hasil wawancara pada
tanggal25 september 2020)

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa, pada indicator ini sangat berkaitan
dengan indikator sumber daya vang diamana pembagian tugas dan
penyampain informasi sangat di perlukan dan dilakukan dengan, komunikasi
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vang baik antara guru BK dan wali kelas harus terjalin dengan baik agar data

siswa tidak bermasalah.

ada tugasnya masing-masing, kalau dalam
melaksanakan program indonesia pintar ada maslaah atau hambatan
pasti langsung melapor seperti salah input data”™ (hasil wawancara
tanggal 25 september 2015).

Dari hasil pernyataan di atas, ketika mendapat kesalahan seperti

pengimputan data para pelaksana tugas langsung sigap untuk melaporkan

kesalahan dalam pengimputan data program indonesia pintar,
Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan di atas bahwa,

indicator sumber daya berkaitan dengan komunikasi dalam memberikan




informasi dan pengimputan data agar tidak mengalami kesalahan schingga
informasi dalam pemberian pemahaman mudah di pahami dan di jalankan

oleh orang tua siswa/i.
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penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan, Menurut Edward IT1,
ada 2 karakteristik utama dan struktur birokrasi adalah prosedur-prosedur
kerja standar (SOP = Standard Operating Procedures) dan fragmentasi.

a. Standard Operating Procedures (SOP). SOP dikembangkan sebagai
respon internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari
pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya

organisasi-organisasi vang kompleks dan tersebar luas. SOP yang
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bersifat rutin didesain untuk situasi tipikal di masa lalu mungkin
mengambat perubahan dalam kebijakan karena tidak sesuai dengan

situasi atau program bary, SOP sangat mungkin menghalangi
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mereka, semakin kecil kemungkinan keberhasilan implementasi.
Edward menyatakan bahwa secara umum, semakin koordinasi
dibutuhkan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, semakin
kecil peluang untuk berhasil (Edward 111, 1980).

Dalam pemnyataan MENKO PKM (Kementrian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) menyampaikan bahwa proses
indintifikasi anak sekolah juga perlu melibatkan peran pemerintah daerah,




sehingga bisa mendukung proses penjangkauan dan meminimalisir kesalahan
dalam program indonesia pintar. Oleh karena itu perlu di perhatika SOP dan

mekanisme yang berlaku untuk memastikan persiapan penjangkauan anak
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rasakan oleh pihak sekolah SMA Negeri 17 Bone menjadi salah satu hal yang

penting di perhatikan karena dapat menimbulkan kesalah pahaman dari pihak

sekolah dan orang tua terlebih mengenai pendataan. Hal tersebut sesuai

dengan pernyataan Bapak YS Kepala Sekolah SMA Negen 17 Bone yang

mngatakan bahwa :

“salah satu tekanan yang di rasakan yaitu terkadang datang dari pihak
wali dari siswa yang mempermasalahkan tentang program ini karena
pihak sekolah dianggap tidak mendata siswa secara menyeluruh.”
(hasil wawancara pada tanggal 25 september 2020)
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Pendapat lain oleh MD selaku Siswa SMA Negeri 17 Bone

mengatakan bahwa :

“ada beberapa temanku kak yang kurang mampu, tapi tidak dapat
bantuan program indor IA‘ arena tidak adanya kartu KPS nya
dimana orang tua dahkan informasi dan arahan
i ra tanggal 25 september
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agen pelaksana dan standar dan sasaran kebijakan berkaitan dimana yang
menjadi pokok permasalahan mekanisme yang ada seperti keluhan dari orang
tua siswa kurang mampu yang tidak mendapat bantuan program indonesia
pintar, akan tetapi SOP yang ada sudah cocok dengan kebijakan ini.
Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam indicator
karaktersitik agen pelaksana SOP yang di berlakukan sudah sesuai dengan
kebijakan, hanya saja fregmentasi atau keluhan masih di rasakan pihak




sekolah karena beberapa orang tua mengetuh akibat anak mereka tidak
mendapatkan bantuan PIP.

5. Sikap Para pelaksana

Menurut pendapat //\ dalam Agustinus (2006):
sikap penerimaarl at elaksana kebijakan sangat
/'/ »;(QP\S MUK " .;r/;'\-t bijakan publik.
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lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (implementors) dalam batas

dimana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang
‘dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan
suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (cognition),
pemahaman dan pendalaman (comprehension and understanding) terhadap

kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak




(acceptance, neutrality, and rejection), dan ketiga, intensitas terhadap
kebijakan.

intar mietupakan salah satu program prioritas

Program Indonesia P
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Dalam implementas: kebijakan Program Indonesia Pintar Pemerintah
Bone sangat serius dalam menjalankan Program tersebut karena dapat
menyelesaikan permasalah perekonomian masyarakat Didukung oleh
penjelasan dari Ibu RS selaku guru BK di SMA Negeri 17 Bone

mengungkapkan bahwa :

“program ini dilakasnakan sudah sebaik mungkin, saya dan semua
guru manduinmg kebijakan ini dan bekerja sama dalam mensukseskan
program ini.” (hasil wawancara pada tanggal 25 september 2020)
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Berdasarkan hasil wawancara di atas, semua guru dan staf sangat

mendukung kebijakan program indonesia pintar (PIP) dan semua berkera

6. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinena
implementasi publik dalam perspektif vang ditawarkan oleh Van Metter dan
Van Homn (1974) adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong
keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat
menjadi objek masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Dalam
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hal itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula
memperhatikan kekondusifan lingkungan eksternal. Dalam penelitian ini,

lingkungan ekonomi tidak ditemukan memiliki pengaruh terhadap proses

implementasi program ini. Jadi /\‘ ahas dalam penelitian ini.
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memliki peran penting dalam implementasi kebijnlmn Program Indonesia
Pintar, Salah satu yang termasuk lingkungan politik adalah instansi
pemerintah, Berdasarkan penuturan dari Bapak HM selaku Tim Manajemen
PIP SMA Provinsi Sulsel yang mengatakan bahwa:

“Ada staf khusus yang selalu menanyakan progres implmentasi
program ini di KEMENDIKBUD. Staf tersebut mendukung dan ikut
membantu jika kami mengalami kesulitan.” (Wawancara tanggal 25
september 2020)




Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa lingkungan politik juga

turut mendorong keberhasilan program ini. Karena program tersebut
merupakan bantuan yang penting, maka ada staf yang selalu mengawal
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pintar ini bisa mencapai tujuan yang di harapkan.
C. Pembahasan
1. Standar dan Sasaran Kebijakam
Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya
dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosiokultur
vang ada dilevel peleksana kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan
terlalu ideal (utopis), maka akan sulis direalisasian (agustino 2006). Van
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Meter dan Va Horn (Sulaeman 1998) mengemukakan untuk mengukur

kinerja implementasi kebijakan tentunva menegaskan standar dan sasaran

tertentu yang harus dicapai oleh pera pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan

yang tidak mampu atau siswa vatim piatu, yang menjadi masalah tidak semua
anak yatim piatu merupakan siswa tidak mampu. Akan tetapi pencapain dari
tujuan dari program i dapat dikatakan berhasil karena beberapa siswa yang
mendapatkan bantuan ini merasa terbantu dan meringankan beban orang tua.
Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme

untuk menefukan sasaran, anak miskin dan vyatim piatu masih perlu




diperbaiki, sedangkan tujuan dari program ini sudah berhasil dalam membatu

persoalan ekonomi siswa vang kurang mampu.

2. Sumber Daya

Keberhasialan
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programan ini, serta kesiapan para pelaksan dalam melakukan sosialisasi

kepada siswa dan orang tua serta proses kerja sama antara wali kelas dan guru

BK selaku penanggung jawab dari program ini sangat baik.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya
dan kerja sama yang dilakukan sudah baik, pihak sekelah sudah
melaksanakan implementasi program ini dengan maksimal, sesui dengan teori
Van Meter dan Van Horn yang singkron dengan teori Edward 11l yng dimana




sumber daya merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam

mengimplementasikan kebijakan bik sumber daya manusia maupun finansial.

Agar kebijakan puhl
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Sejalan dengan observasi di lapangan vang dilakukan peneliti

komunikasn dan sumber daya sangat berkaitan selama pengimplementasian
program ini komunikasi dari kepala sekolah dan dinas penidikan, arahan dari
kepala sekolah, guru BK dan wali kelas yang bekerja sama dengan baik
menjadikan informasi tersampaikan dengan baik kepada siswa dan orang tua.




Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi
dan sumber daya sangat berkaitan, semakin baik SDM yang ada maka

komukiasi setiap para pelaksan juga baik. Kamunikasi setiap para pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan dengan informan bahwa,
kebijakan PIP dalam karaktenistik agen pelaksana telah menjalankan sesuai
dengan SOP dan kategori tekanan berasal dari keluhan wali murid vang tidak
dapat mengindahkan himbauan dan/ atau pemberitahuan dari pihak sekolah.\

Sejalan dengan observasi di lapangan vyang dilakukan peneliti
karaktenistik agen pelaksana dan standar dan sasaran kebijakan berkaitan

dimana vang menjadi pokok permasalahan mekanisme yang ada seperti
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keluhan dari orang tua siswa kurang mampu yang tidak mendapat bantuan

program indonesia pintar, akan tetapi SOP yang ada sudah cocok dengan

down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui‘
bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang

harus diselesaikan™.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan dengan informan bahwa,
para pelaksana dari dinas pendidikan dan sekolah, memahami dan menerima
kebijakan program indonesia pintar serta mendukung keberhasilan kebijakan

tersebut.




Sejalan dengan observasi di lapangan yang dilakukan peneliti sikap para
pelaksana memang memahami apa tujuan dari kebijakan im sehingga mereka

melaksanakan implementasi kebijakan imi dengan maksimal, dengan

memberikan mfurmas

l. ,
\\\\lll':[/
/ \\\\ N U/ /é

lingkungan sosial dan politik berpengaruh penting terhadap keberhasilan
kebijakan program indonesia pintar yang dilihat dari dukungan dari orang tua
dan staf khusus yang mendorong dan menbantu dalam kebijakan program

tersebut,

Sejalan dengan observasi di lapangan vang dilakukan peneliti lingkungan

sosial dan politik dalam implementasi program indonesia pintar orang tua
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mendukung progrma tersebut karena bantuan ini mengurangi beban mercka
serta satf khusus yang membatu dalam keberhasilan kebijakan tersebut.

impulkan, lingkungan sosisal ekonimi

di .1 n pmgn.m indmle&in I.'Ih]'laf




4. Karakteristik Agen Pelaksana, karakteristik agen pelaksana dan
standar dan sasaran kebijakan memiliki keterkaitan dimana pokok
permasalahan dari kebijakan ini yaitu mekanisme yang tidak sesuai
dengan kondisi yang ada seperti siswa kurang mampu atau siswa
yatim piatu yang tidak dapat karena tidak memiliki KPS.

5. Disposisi Implementor, disposisi implementor sudah melaksanakan

tugas dalam implementasi kebijakan ini dengan baik karena mereka




6. memahami bagaimana kebijakan ini, dalam meberikan pelayanan dan
memberikan informasi sudah sangat baik.




DAFTAR PUSTAKA

Andriani, A. S., Abdul Mahsvar, a ani Malik. "Implementasi Kebijakan
Kme.&amn Mamrakazﬂﬂf ; nurunkan Angka Kematian Ibu Dan
a i Dan Takalar)." JPPM: Journal

""" 4 WMENTATION OF
- GH SMART CARD. 633644,

Rafidah, S. (2016). Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Dalam
Upaya Pemerataan Pendidikan Tahun Ajaran 20152016 Di Smp Negeri [
Senmin,

Rohaeni, N, E., & Saryono, O. (2018). Implementasi Kebijakan Program
Indonesia Pintar ( PIP ) Melalui Kartu Indonesia Pintar { KIP ) dalam
Lipava Pemerataan Pendidikan. 2(1).

Saraswati, L. N. (2017). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP)
pada Jenjang Sekolah Dasar di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda,
EJournal Administrasi Negara, 5(Nomor 4), 6737-6750.

Setyawati, S. (2018). Efektvitus Program Kartu Indonesia Pintar (Kip) Bugi
Siswa Smk Di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap (Studi Permendikbud

64




No, 12 Tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar). Skripst lain
Purwokerto, 12.

Suaib, Muhammad Ridha. 2016. Pengantar Kebijakan Publik.Yogyakarta:
Calpulis

s <5
sy ,—/(‘P‘S MUHAﬁ \ AT
/ g’g w'\KA.vS.‘P" /h‘f’m\-,
=

i . 4'5 ,

" \\\\\“ i lh//// Y

.»w” f,"// m ‘I—

//I J«q wg \\\
///'u u‘\\k\
' ‘.' ‘
i

-’?Q-’ ober 2020)

pY

SUIIAY Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2020
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003




LAMPIRAN

Wawaneara dengan 1im Manejemen PIP SMA Provinsi Sul-Sel.
Bapak H. Misi, S Sos (Makassar, 17 Sebtember 2020

Wawancara dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 17 Bone, Bapak
Muhammad Yunus, S.Pd M.Pd. (Bone, 25 September 2020)

66




Wawancara dengan Gurw BK SMA Negeri 17 Bone: [bu Rosmini,
S.Pd (Bong, 25 September 2020)

Lokasi Penilitian SMA Negeri 17 Bone (Bone, 25 September 2020)




Wawancara dengan Siswi penerima KIP SMA Negeri 17 Bone.
Adek Mardewi (Bone, 25 September)

Wawancara dengan Siswi penerima KIP SMA Negeri 17 Bone,
Adek Rika (Bone, 25 September)




PENCAIRAN PROGAM
INDONESIA PINTAR (PIP)

»

:\“ hvli.,//{

N
\\\é‘ ) sragharsd I/"l




IS . ‘\\\
7/ a I\“‘\\\

#AyoBelajar @ O










RIWAYAT HIDUP

Nur Azizah, lahir pada tanggal 23 April 1998 tepatnya di

LN

\\\\“mr///'

Implementasi Program Indonesia Pintar pada Jenjang Sekolah Menengah Atas di

SMA Negeri 17 Bone Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone.




